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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus kekerasaan yang terjadi di Indonesia saat ini dikategorikan dalam 

keadaan darurat. Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 

Tentang Perlindungan Anak (UU 23/2022 Tentang Perlindungan Anak) 

mendefinisikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki hak-hak 

sebagaimana dimuat pada Pasal 4 UU 23/2022 Tentang Perlindungan Anak “Setiap 

anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” Undang-undang perlindungan anak merupakan payung 

hukum dan sebagai dasar perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi yang 

terjadi di Indonesia.  

Kekerasan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang tua, saudara, 

paman, bibi, teman, guru, tetangga, dan orang asing. Sudarti berpendapat bahwa ada 

empat jenis kekerasan: Kekerasan fisik (tindakan yang biasanya berhubungan dengan 

mendorong, mencubit, meninju, menendang, membakar luka, memukul dengan alat, 

melukai dengan alat tajam, memercikkan dengan air panas atau kimia, menembak 

dan tenggelam); Kekerasan psikologis (tindakan yang menyampaikan kata-kata 

buruk sebagai pelepasan emosi); Kekerasan seksual (tindakan yang dilakukan dengan 

kontak seksual yang terdiri dari memaksa dan menyerang orang tanpa 

mempertimbangkan hubungan di antara mereka); dan Neglect (suatu bentuk 
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kelalaian dalam menyediakan kebutuhan seperti kesehatan, makanan, pakaian, dll) 

(Dasadwiastaning, 2022).  

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia  

Jenis Kekerasan Tahun 2019 Tahun 2020 

Kekerasan Fisik 3.401 2.900 

Kekerasan Psikis 2.527 5.069 

Kekerasan Seksual 6.454 5.628 

Pencabulan Terhadap Anak 106 165 

Tindak Pidana Perdagangan Orang  111 256 

Penelantaran 850 652 

Kekerasan Lainnya 1065 1.270 

Sumber: CNN Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kasus kekerasan di Indonesia dari tahun 2019 

dan tahun 2020 mengalamai peningkatan kasus terhasap kekerasan anak terutama 

pada kekerasan seksual, pencabulan dan eksplotasi anak. Tingginya kasus-kasus 

kekerasan terhadap perempuana dan anak di Indonesia, perlu menjadi perhatian dari 

pemerintah yang dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan memiliki strategi-strategi yang telah dirancang melalui kebijakan 

publik yang diharapkan kebijakan tersebut dapat menangulangi masalah publik. 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mewujudkan sesuai dengan 

tujuan dan sasarannya. Ada dalam satu tahun sudah kelihatan hasil dari kebijakan 

atau program tersebut, ada juga yang butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat 
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 hasilnya dan ada juga yang bertahun-tahun akan tetapi memghasilkan hasil yang 

minim. Oleh karena itu perlu yang adanya pembelajaran kebijakan (policy learning) 

agar dapat mengetahui  saja kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada dalam 

suatu kebijakan sehingga dapat menemukan strategi yang tepat. Dunlop dan Radaelli  

(2018) berpendapat bahwa Policy learning yaitu mengetahui penyebab learning, 

mekanisme, proses perkembangan dalam kebijakan baik di dalam maupun luar 

negara dan mengetahui pemicu dan hambatan mekanisme learning (Polman, 2018). 

Policy learning, menurut Sabatier adalah "modifikasi pemikiran atau niat perilaku 

yang relatif bertahan lama yang berasal dari pengalaman dan berkaitan dengan 

pencapaian (atau revisi) tujuan kebijakan"(Laatsit, 2019). Seseorang dapat belajar 

dengan melihat masa lalu kelembagaan dan organisasinya sendiri, inovasi dan 

keberhasilan dalam kebijakan publik, dan studi evaluasi dengan asumsi bahwa 

evaluasi menjawab pertanyaan yang tepat dan bahwa ada proses di mana indikator 

dan tinjauan kebijakan mengarah pada pemanfaatan pengetahuan (Radaelli, 2008). 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan penyumbang kasus kekerasan terhadap 

anak yang cukup banyak setiap tahunnya. Jumlah kasus dan korban kekerasan 

terhadap anak di provinsi sumatera selatan dapat diakses melalui aplikasi SIMFONI 

yang dikelola oleh bidang data dan informasi gender Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Data kasus dan 

korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak yang 

Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Tahun Anak 

Laki-Laki Perempuan 

2020 75 165 

2021 115 171 

2022 73 219 
Sumber: Aplikasi SIMFONI DPPPA Prov. SumSel, 2023 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa kasus dan korban kekerasan 

terhadap anak yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak tertinggi terdapat pada daerah kota 

Palembang dengan jumlah 36 kasus, setelah itu pada tahun 2021 kabupaten Muara 

Enim merupakan penyumbang jumlah kasus terbanyak dengan jumlah 49 kasus dan 

pada tahun 2022 kasus anak terbanyak dengan jumlah 37 kasus adalah kabupaten 

Ogan Ilir. 

Data dari kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan belum 

seluruhnya terdata karena masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak 

dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan peran dan fungsi dari lembaga atau institusi 

dalam membentuk peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan 

kesejahteraan terhadap anak-anak. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi 

dan terlibat dalam program-program pemerintah dalam penanggulangan dan 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai contoh program dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program 

Pelindungan Anak Terpadu Berbasi Masyarakat (PATBM). 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah suatu 

gerakan di tingkat masyarakat yang berbentuk jaringan atau kelompok untuk 
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melalukan kolaborasi dalam mencapai tujuan dari perlindungan anak. Selain itu, 

PATBM berfungsi sebagai penggerak inisiatif preventif yaitu melakukan 

pendekatan-pendekatan dalam membentuk kesadaran masyarakat terkait 

pemahaman, persepsi, sikap dan tindakan terhadap perlindungan anak. Program atau 

gerakan yang ada perlu dilakukan kontrol dan evaluasi dengan memanfaatkan 

kelembagaan yang sudah ada atau membentuk kelembagaan baru.(Erbatas, 2016) 

Program-program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak diharapkan dapat direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kasus-kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menurun setiap tahunnya. Upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam melalukan pencegahan dan penanganan 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membuat program, 

yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Program Kota Layak Anak merupakan program yang menciptakan 

suatu kota dapat merencanakan, menetapkan dan menjalankan 

pembangunan kota yang berorientasi terhadap hak dan kewajiban 

anak, sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

baik; 

2. Program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA) merupakan 

program yang mengabungkan sudut pandang gender dan hak anak 

yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan 

dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan 

desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.  
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3. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

merupakan suatu gerakan di tingkat masyarakat yang berbentuk 

jaringan atau kelompok untuk melalukan kolaborasi dalam mencapai 

tujuan dari perlindungan anak. 

Pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KemenPPPA) mengagas suatu Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM). Program PATBM merupakan salah satu strategi Kementerian 

PPPA sebagai upaya membentuk jaringan atau kelompok dari masyarakat dengan 

pola kerja secara terkoordinasi yang berorientasi pada perlindungan anak. Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera 

Selatan merupakan instansi yang meneruskan program PATBM agar cepat 

terealisasinya dan diharapkan masalah kekerasan terhadap anak terselesaikan, Dinas 

PPPA Prov. Sumatera Selatan mulai melaksanakan program PATBM dari tahun 2017 

sampai sekarang. Diawali dengan penunjukan aktivis di Sumatera Selatan kemudian 

melakukan sosialisasi dan penunjukan aktivis pada setiap kota/kab agar aktivis yang 

telah ditunjuk dapat meneruskan sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang ada di 

kelurahan/desa. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebanyak 1783 terbentuknya 

PATBM di setiap kelurahan/desa sampai dengan januari 2022 dan setiap 

kelurahan/desa memiliki kurang lebih 10 aktivis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Khusus 

Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan yang juga merupakan salah satu falitator PATBM terkait faktor-faktor 

penghambat yang ada dalam pelaksanaan program PATBM, sebagai berikut:  
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“sampai saat ini kendala atau faktor yang menghambat program PATBM ini 

kurangnya anggaran karena tidak ada anggaran dari pusat atau kementerian, 

dana program ini ditanggung oleh Dinas PPPA prov. Sumsel, kurangnya 

minat masyarakat, kurangnya aktivis di setiap kelurahan/desa.” 

(Wawancara, Agustus 2022). 

 

Berdasarkan dari laporan-laporan para aktivis pada kegiatan yang dilakukan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) pada juli 2022 

dalam pelaksanaan penguatan PATBM, ditemukan juga kendala-kendala yang sama 

seperti kurangnya aktivis setiap desa/kelurahan sehingga terjadi keterlambatan 

sosisalisasi mengenai program, kurangnya dana, kurangnya minat masyarakat dan 

kendala-kendala lainnya yang menjadi faktor penghambat dalam perwujudan 

program ini.  

Berdasarkan urain diatas penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah 

pada tahun 2019-2022 Dinas PPPA melaksanakan yang namanya policy learning 

dalam program PATBM. Karena dengan adanya policy learning dapat membuat 

strategi yang tepat dan cepat yang dimana diharapkan tercapainya tujuan program 

PATBM yaitu perlindungan anak dan terbentuknya sebuah jaringan masyarakat 

sehingga jumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya di provinsi Sumatera 

Selatan dapat menurun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembelajaran Kebijakan (Policy learning) 

Dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Studi 

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pembelajaran Kebijakan 

(Policy learning) Dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 

(PATBM) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu menambah dan memberikan 

ilmu pengetahuan hususnya mahasiswa Administrasi Publik, bagi penulis 

maupun masyarakat bagaimana cara menangani dan mencegah kasus 

kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar dengan adanya Program 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang di buat 

oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melalui Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah hasil dari penelitian ini di 

harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, keluarga, orang tua dan 

anak mengenai upaya penanganan dan pencegahan dari bentuk kekerasan 

sehingga membentuk pola pikir masyarakat dalam melindungi anak secara 

optimal dari penelitian ini. 
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